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ABSTRACT

This study examines the Partnership Model in the Correctional Inmates Independence Development
Program at the Class 1A Tanjungpinang Penitentiary. The problem of this research shows that there is
a discrepancy in the implementation of guidance in Government Regulation No. 57 of 1999 regarding
cooperation in the implementation of development so that there are still minimal partnerships that exist
which then have an impact on product stagnation as the result of the work of the inmates. The purpose
of this study was to find out how the partnership model in the inmates' independence development
program at the Class IlA Tanjungpinang Penitentiary was effective and optimal in empowering the
inmates. The research method used by the researcher is descriptive qualitative method with data
collection techniques and tools in the form of documentation, observation, and interviews. In the
results of the study, it was found that there was ambiguity in the partnership that had been established
because there was no written document that unified and binds the partnering parties. In practice, the
coaching program has been carried out according to Standard Operating Procedures, but the lack of
program supporting factors is an obstacle to the implementation of self-reliance development, but each
partnering party complements and contributes so that the value of the benefits and goals of coaching
can be felt by the inmates to become independent individuals in fulfill his survival by producing several
works that have economic value, but indeed these works cannot be produced continuously. It can be
concluded from the partnership model that has been established has not shown effective and optimal
results. For this reason, it is necessary to improve in the future by creating a foundation that binds
both parties so that a simulative and sustainable skill development program can be made.
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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungpinang. Permasalahan penelitian ini
menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pembinaan dalam Peraturan Pemerintah No. 57
Tahun 1999 tentang kerjasama pelaksanaan pembangunan sehingga masih minim kemitraan yang ada
yang kemudian berdampak pada stagnasi produk sebagai hasil kerja narapidana. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang efektif dan optimal dalam
pemberdayaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif
deskriptif dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Dalam hasil penelitian ditemukan adanya ambiguitas dalam kemitraan yang telah terjalin karena tidak
adanya dokumen tertulis yang menyatukan dan mengikat para pihak yang bermitra. Dalam
pelaksanaannya program pembinaan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur, namun
belum adanya faktor pendukung program menjadi kendala pelaksanaan pembangunan kemandirian,
namun masing-masing pihak bermitra melengkapi dan memberikan kontribusi sehingga nilai manfaat
dan tujuan pembinaan dapat dirasakan oleh para narapidana untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam
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memenuhi kelangsungan hidupnya dengan menghasilkan beberapa karya yang memiliki nilai ekonomi,
namun memang karya tersebut tidak dapat dihasilkan secara terus menerus. Dapat disimpulkan dari
model kemitraan yang telah terjalin belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal. Untuk itu perlu
dilakukan perbaikan ke depan dengan membuat landasan yang mengikat kedua belah pihak sehingga
dapat dibuat program pengembangan keterampilan yang simulatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Model Kemitraan, Pembinaan Kemandirian, Narapidana.

PENDUHULUAN

Manusia pada segala aspek kehidupannya
melaksanakan aktivitas dalam banyak hal
dan dihadapkan oleh dua sifat manusia
yang saling bertentangan satu sama lain,
disatu sisi dia ingin bekerja sama serta
pada lain sisi dia cenderung ingin
bersaing sesama manusia itu sendiri.
Masa kini masih banyak masalah sosial
yang belum dapat teratasi. Salah satunya
persoalan tindak kriminal atau kejahatan
yang terjadi pada kehidupan masyarakat.
Tindak kriminal sangat berpengaruh
terhadap aspek kehidupan manusia yang
menyebabkan keadaan yang dapat
membahayakan kehidupan serta tidak
adanya ketenangan di lingkungan
masyarakat. Tindak kejahatan muncul
tidak mengenal ruang dan waktu, tidak
mengenal siapa korban dan bisa dilakukan
oleh siapapun, anak-anak, orang dewasa
bahkan orangtua, baik berjenis kelamin
pria ataupun wanita yang terpenting
keinginan pelaku kejahatan tersebut sudah
didapatkan.

Berdasarkan  data  Kepolisian Rl
menunjukkan tingkat kriminalitas di
Indonesia pada september 2020 menurun
sebanyak 4.571 kasus turun 1,68%.
Terdapat lima kasus yang mengalami
penurunan yaitu kasus pencurian dengan
pemberatan 490 kasus, penyalahgunaan
narkotika 580 kasus, pencurian kendaraan
bermotor roda dua 185 Kkasus, lalu
penggelapan 320 kasus, serta pencurian
dengan kekerasan 91 kasus, akan tetapi
pada data Mabes Polri prihal angka

kejahatan tahun 2021 di seluruh wilayah
Indonesia meningkat sebanyak 5.294
kasus, kenaikan mencapai 7,56% tercatat
614 kasus pencurian, 374  kasus
penggelapan, dan 210 kasus curanmos.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-
undang No. 12 Tahun 1995 Lembaga
Pemasyarakatan menjadi bagian dari
Sistem  Peradilan  Pidana  dengan
meresosialisasi  serta  merehabilitasi
narapidana dan anak didik
permasyarakatan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, melalui pembinaan dan
pembimbingan agar saat kembali dalam
lingkungan masyarakat menjadi orang
baik. Pola pembinaan berorientasi kepada
masyarakat dilakukan secara terpadu
antara Pembina, yang dibina dengan
masyarakat. Peran masyarakat sangat
diperlukan dalam mencapai tujuan yang
diinginkan, sehingga harus dipandang
sebagai aspek integral.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tanjungpinang, sebagai salah satu satuan
kerja atau UPT dari Direktorat Jendral
Pemasyarakatan di bidang
pemasyarakatan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada
kantor wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau,
merupakan lembaga yang secara langsung
terlibat dalam pelaksanaan pembinaan
narapidana. LAPAS sebagai treatment of
prisoners mendidik narapidana bukan
untuk membalas atau melampiaskan
dendam, melainkan penjatuhan pidana itu
dapat memberdayakan kehidupan sosial

2



Narapidana sehingga dapat reintegrasi
sosial secara sehat.

Program pembinaan kemandirian
diharapkan dapat membantu produktifitas
yang dapat berkembang di LAPAS.
LAPAS menjadi tempat untuk berkreasi
dan menyalurkan produk yang bisa
dimanfaatkan masyarakat. Produk-produk
yang dihasilkan cukup berkualitas namun
sejauh ini produk warga binaan LAPAS
belum dapat dipromosikan lebih luas lagi,
dan hampir semua LAPAS memiliki
kegiatan serupa dalam memberdayakan
Warga Binaannya. Namun, di LAPAS
Kelas IlA Tanjungpinang usaha tersebut
masih seputar mengeluarkan output dan
belum menghasilkan outcome atau
keuntungan yang signifikan. Dengan kata
lain LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang
masih pada tahap LAPAS Produksi bukan
LAPAS Industri.

Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama
dapat berjalan dengan baik, efektif dan
efisien, maka Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan. Namun
peraturan tersebut belum
diimplementasikan sebagaimana
mestinya, Masih minimnya kemitraan
yang terjalin, dikarenakan kurangnya
koordinasi dan komunikasi antar petugas
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas
Il A Tanjungpinang dengan Pemerintah
Daerah dan juga kurangnya jalinan
kemitraan dengan beberapa instansi
terkait seperti Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Tanjungpinang, Dinas
Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota
Tanjungpinang, dan instansi lainnya
untuk menjalankan program pembinaan
kemandirian. Hal ini berdampak pada
stagnasi produk dan pemasaran yang
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belum luas. Beberapa kemitraan yang
sudah terjalin antara LAPAS Kelas IIA
Tanjungpinang dengan Balai Latihan
Kerja ~ Pengembangan  Produktivitas
Provinsi  Kepulauan  Riau, Dinas
Ketahanan Pangan dan  Pertanian
Kabupaten Bintan, serta Dinas Kelautan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
namun masih setengah hati.

Problematika lainnya pembinaan warga
binaan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang
masih  memerlukan perhatian yang
berfokus pada kondisi fisik maupun non
fisik. Hal tersebut dikarenakan kondisi
LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang pada
tahun 2020 hingga 2022 mengalami over
kapasitas.

Tabel 1. Data WBP berdasarkan jenis
kasus tahun 2020-2022

TAHUN

AR 2020 2021 2022
Pembakaran 1 1 1
Kesusilaan 5 4 4
Mata Uang - 1 1
Perjudian 1 - -
Pembunuhan 20 15 17
Eenganlayaa 4 1 1
Pencurian 33 23 27
Penggelapan 3 3 3
Penipuan 2 1 2
Penadahan 1 - -
Narkotika 118 171 187
Korupsi 35 33 33
Lain-lain 15 4 5
Perlindungan
Anak 153 159 155
Human
Traficking 2 2 2
Keimigrasian - - 1

393 418 439
TOTAL Oran Oran
q 9 Orang

Sumber: Database LAPAS Kelas I1A
Tanjungpinang 2020-2022



Tabel 2. Data Residivis Tahun 2021-2022

Residivis Tahun
53 Orang 2021
64 Orang 2022

Sumber: Database LAPAS Kelas 1A
Tanjungpinang 2021-2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan tabel
1.2 menunjukkan LAPAS Kelas 1A
Tanjungpinang mengalami over kapasitas
dan Sistem Pembinaan yang dilakukan
kurang efektif dan belum optimal
dikarenakan belum memberikan efek jera
bagi pelaku, masih terdapat narapidana
yang mengulang kesalahan kembali hal
ini  dibuktikan dengan meningkatnya
angka residivis pada tahun 2022.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang
masalah di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana Pelaksanaan Model
Kemitraan Dalam Program Pembinaan
Kemandirian Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungpinang
?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai
adalah  untuk  mengetahui  Model
Kemitraan dalam Program Pembinaan
Kemandirian Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungpinang
yang efektif dalam memberdayakan
warga binaan secara optimal, serta
mengungkapkan dan menganalisis
hambatan pelaksanaan program
pembinaan kemandirian narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IIA
Tanjungpinang selama melakukan
kerjasama dalam pengadaan sumber daya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 1999.

Menurut  (Sulistiyani,  2017:  129)
kemitraan  dilihat  dari  perspektif
etimologis  diadaptasi dari kata

DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Volume 5, Nomor 1, Maret 2023
E-1SSN: 265-4939

P-1SSN: 2655-884X

partnership dan berakar dari kata partner.
Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu
bentuk persekutuan antara dua pihak atau
lebih yang membentuk suatu ikatan
kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa
saling membutuhkan. Kerjasama tersebut
terjalin dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang
tertentu, atau tujuan tertentu sehingga
memperoleh hasil yang lebih baik.
Terdapat prinsip-prinsip yang perlu
dipahami  dalam  menjalin  sebuah
kemitraan  yakni  Kesetaraan  atau
Keseimbangan (Equity), Keterbukaan
atau Transparansi, Saling Menguntungkan
atau (Mutual Benefit).

Menurut (Sulistiyani, 2017: 130) terdapat
3 model kemitraan yang mampu
menggambarkan hubungan antar
organisasi, Pseudo partnership sebuah
persekutuan yang terjadi antara dua pihak
atau lebih, akan tetapi tidak sesungguhnya
melakukan kerjasama secara seimbang
satu dengan yang lainnya. Bahkan pada
suatu pihak belum tentu memahami
secara benar akan makna sebuah
persekutuan yang dilakukan dan apa
tujuan itu semua disepakati., Mutualism
partnership persekutuan dua pihak atau
lebih yang sama-sama menyadari aspek
pentingnya melakukan kemitraan, yaitu
untuk saling memberikan manfaat dan
mendapatkan manfaat lebih, sehingga
akan dapat mencapai tujuan secara
optimal, Conjugation partnership
kemitraan untuk mendapatkan energi dan
kemudian terpisah satu sama lain, dan
selanjutnya dapat melakukan pembelahan
diri.

E-Government merupakan
penyelenggaraan  pemerintah  berbasis
elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien. E-government sendiri memiliki
dua tipe Kkemitraan yaitu Pertama,
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Kemitraan internal yang mana kemitraan
antara  cabang-cabang  pemerintahan
(eksekutif, legislatif dan yudiktif). Dan
kedua  Kemitraan  eksternal  yakni
hubungan pemerintah dengan masyarakat
dan kalangan bisnis. Terdapat empat
model implementasi e-government
menurut  Yildiz dalam (Napitupulu &
Lubis, 2020:10) yaitu Government to
Citizen (G2C), yaitu penyampaian
layanan publik dan informasi oleh
pemerintah kemasyarakat. Government to
Business (G2B), yaitu transaksi-transaksi
elektronik dimana pemerintah
menyedikan berbagai informasi yang
dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk
bertransaksi dengan pemerintah.
Government to Government (G2G), yaitu
komunikasi dan pertukaran informasi
online antar departemen atau lembaga
pemerintahan  melalui  basis  data
terintegrasi sehingga berdampak pada
efisiensi dan efektivitas. Government to
Employee (G2E), terdiri dari inisiatif-
inisiatif yang memfasilitasi manajemen
pelayanan dan komunikasi internal dan
pegawai pemerintahan. Sedangkan
indikator kemitraan melalui pendekatan
program dalam (Kuswidanti, 2008:22)
terdiri atas Indikator Input, Proses, Output
dan Outcome.

Prijono & Pranaka dalam (Sulistiyani,
2017:78) pemberdayaan mengandung dua
arti, pertama ialah to give power or
authority, dan kedua to give ability to or
eneble. Sedangkan menurut Winarni
dalam (Sulistiyani, 2017:79)
mengungkapkan pemberdayaan meliputi
tiga hal, yaitu pengembangan (enabling),
memperkuat potensi atau daya
(empowering), terciptanya kemandirian.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pembimbingan Warga
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Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 2
menyatakan bahwa: kerjasama dapat
dilakukan bersama dengan Instansi
Pemerintah yang bersifat fungsional
disesuaikan dengan dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing. Sedangkan
badan kemasyarakatan dan perorangan
yang bersifat kemitraan, yaitu kerjasama
yang didasarkan atas prinsip kerelaan
yang saling menguntungkan dengan
membebankan tugas dan kewajiban yang
seimbang. Jangka waktu pelaksanaan
kerjasama  Pembinaan  dan  atau
Pembimbingan terdiri atas: Kerjasama
jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5
(lima) tahun atau lebih; Kerjasama jangka
menengah apabila pelaksanaannya 2 (dua)
tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
Kerjasama jangka pendek, apabila
pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua)
tahun. Dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan
bahwa, kerjasama dapat dilaksanakan
antara lain yang lingkup tugasnya,
meliputi Bidang Keagamaan; Bidang
Pertanian; Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan; Bidang Kesehatan; Bidang
Sosial; Bidang Tenaga Kerja; Bidang
Perindustrian dan Perdagangan; dan
Pemerintah Daerah. Badan-badan
Kemasyarakatan yang meliputi: Yayasan;
Koperasi; dan Lembaga Swadaya
Masyarakat. Program Pembinaan
Kemandirian adalah suatu program
pembinan yang dilakukan oleh Lapas,
dimana seorang narapidana  akan
diberikan pelatihan keterampilan
berdasarkan minat dan bakatnya dan
kemudian  diarahkan  untuk  dapat
memproduksi suatu barang atau jasa yang
mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual,
dan bagi narapidana yang mampu
berproduksi akan diberikan
upah/premi/insentif sebagai mana diatur
menurut undang-undang.



Penelitian ini proses pemecahan masalah
menggunakan analisis teoritis model
kemitraan dalam memberdayakan
masyarakat menurut (Sulistiyani,
2017:117) dituangkan dalam kerangka
kerja konseptual yang mempergunakan
pendekatan CIPOO (Context, Input,
Process, Output, Outcome).

. Konteks  program  meliputi,  aspek
kelembagaan, aspek sistem manajemen,
aspek  kinerja  organisasi,  aspek
penguasaan materi pemberdayaan yang
meliputi permasalahan substansial, solusi
dan  pendekatan untuk  mencapai
kemandirian masyarakat.

. Input, akan menggambarkan sumber
daya, fasilitas yang diperlukan dalam
memberdayakan masyarakat.  Seluruh
potensi internal dan eksternal
memberikan kontribusi pada proses
pemberdayaan masyarakat.

. Process, menggambarkan serangkaian
langkah atau tindakan yang ditempuh
untuk memberdayakan masyarakat.

. Output, adalah hasil akhir setelah
serangkaian proses pemberdayaan
dilakukan akan mencapai kompetensi
masyarakat yang berdaya dan mampu
implementasi untuk melakukan program
aksi dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan  evaluasi  program
pemberdayaan.

. Outcome, adalah nilai manfaat yang
ditimbulkan setelah memiliki tingkat
keberdayaan tertentu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti  ialah pendekatan  deskriptif
kualitatif. Tujuan dari penggunaan
metode ini  agar tidak  hanya
mengungkapkan kebenaran saja tetapi
memahami kebenaran tersebut. Penelitian
ini mencoba memecahkan masalah yang
ada dan mengamati, model kemitraan
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dalam program pembinaan kemandirian
Narapidana di LAPAS Kelas IIA
Tanjungpinang. Sehingga Peneliti menilai
sejaun  mana  keberhasilan  model
kemitraan tersebut.

Lokasi utama yang diambil dalam
penelitian ini ditentukan secara sengaja
(purposive) di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1l A Tanjungpinang dikarenakan
LAPAS sebagai UPT tempat narapidana
mendapat pembinaan. Serta Instansi-
instansi  terkait akan menjadi lokasi
penelitian ini yaitu Balai Latihan Kerja
Pengembangan Produktivitas Provinsi
Kepulauan Riau, Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan,
serta Dinas Kelautan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau.

Hasil penelitian yang didapatkan melalui
dua sumber data, yaitu data primer dan
data sekunder, (Sugiyono, 2015:137).
Data dalam penelitian ini sebagai berikut :

. Data Primer, yang dihasilkan langsung

ataupun juga bisa dikatakan data asli
tanpa perantara. Berupa opini subjek
(orang) secara individual atau kelompok,
hasil observasi, kejadian atau kegiatan
dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini
berupa hasil wawancara dari informan
penelitian.

. Data Sekunder, berupa catatan atau

laporan yang telah disusun dalam bentuk
arsip yang dipublikasikan maupun yang
tidak dipublikasi. Dalam penelitian ini
terdapat data sekunder yaitu, dokumen
perundang-undangan, database LAPAS
Kelas IlA Tanjungpinang dan jurnal serta
artikel-artikel yang di dapatkan dari surat
kabar online dan website resmi.

Penelitian ini penulis mengumpulkan data
dengan alat pengumpulan data berupa
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Informan penelitian ditentukan secara
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sengaja oleh peneliti menggunakan teknik
pusposive sampling. Informan yang
dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok
sasaran dari Kerjasama dalam Program
Pembinaan Kemandirian Narapidana.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Tanjungpinang, KASI dan Staf
GIATJA, Warga Binaan Pemasyarakatan,
Kepala/Staff Bidang Pelatihan dan
Penempatan  Balai  Latihan  Kerja
Pengembangan  Produktivitas  Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kepulauan Riau, Kepala atau staff Bidang
Pertanian/perkebunan/peternakan dan
kesehatan hewan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan,
Kepala/Staff Bidang Perikanan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau.

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,
2015:246), terdapat tiga komponen
analisis data, yaitu Reduksi Data (Data
Reduction), Penyajian Data (Data
Display), dan Penarikan Kesimpulan
(Conclution Drawing). Keakuratan atau
keabsahan data dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik triangulasi,
peneliti mengumpulkan data sekaligus
menguji kredibilitas data menggunakan
tiga macam cara dalam pengecekan data
yaitu, sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara
dan dokumentasi di lapangan, peneliti
menganalisis hasil dari penelitian model
kemitraan dalam program pembinaan
kemandirian narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungpinang
dalam hal memberdayakan Warga Binaan
Pemasyarakatan sudah berjalan akan
tetapi masih  belum optimal dan
mengalami beberapa hambatan. Analisis
peneliti  dilakukan berdasarkan teori
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Sulistiyani Ambar Teguh tetang model
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
terdapat lima indikator CIPOO (Context,
Input, Process, Output dan Outcome)
diajabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Context

Tekanan  utama tejalinnya kemitraan
adanya visi dan misi yang saling mengisi
dan berkesinambungan serta tujuan
organisasi yang sejalan. Kemitraan atau
kerjasama yang dilakukan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjungpinang
terdiri dari berbagai organisasi
pemerintahan lintas sektor yang memiliki
kompetensi bidang masing-masing untuk
memperkuat kerjasama dalam menggapai
tujuan, Masing-masing instansi saling
melengkapi kekeurangan dengan
melaksanakan tugas dan fungsinya, hal
tersebut menjadi sinergi antara dua
lembaga dalam memberdayakan warga
binaan pemasyarakatan guna
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia berbasis kompetensi di berbagai
bidang agar menjadi mandiri dengan
memberi  bekal keterampilan dalam
bekerja serta menciptakan produksi hasil
karya, agar setelah selesai menjalani masa
pidana dapat berpartisipasi dan diterima
kembali oleh masyarakat serta tidak
melakukan tindak residivis. Sebelum
melakukan kerjasama terdapat forum
pertemuan atau kunjungan kedua belah
pihak. Kemitraan dan program pembinaan
yang dilaksanakan LAPAS
Tanjungpinang mengacu pada dasar
hukum UU No. 12 Tahun 1995, PP No.
31 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 1999.
Tidak hanya itu terdapat SOP yang
ditetapkan langsung oleh DITJENPAS
sebagai pedoman pelaksanaan program
agar dapat berjalan dengan baik dan
efektif. Namun kenyataannya beberapa
kemitraan yang sudah terjalin dengan
beberapa instansi lintas sektor masih



terdapat ketidakjelasan hubungan
kemitraan yang dikarenakan belum
adanya penyatuan kedua instansi secara
tertulis baik berupa SK/MOU sehingga
kemitraan yang terjalin masih setengah
hati dan dapat dikatakan belum efektif
juga optimal. Tidak ada pelaksanaan
kerjasama dalam program pembinaan
kemandirian yang dilakukan melalui
model E-Government.

Selama 2 tahun terakhir di masa pandemi
kegiatan pembinaan kemandirian terus
berjalan ada 5 paket 2020-2021 paket
pembinaan pelatihan hidroponik dan
pupuk organik, serta pelatihan budidaya
ternak  lele  pembinaan  pelatihan
peternakan ayam, pembinaan pelatihan
pengelasan, pembinaan pelatihan
budidaya ternak nila, pada tahun 2022
direncanakan 8 paket pembinaan yang
menjadi prioritas. Yang menjadi indikator
penilaian  keberhasilan ~ pelaksanaan
program pembinaan secara menyeluruh
dimonitoring oleh LAPAS melalui SPPN
(Sistem Penilaian Pembinaan
Narapidana).

2. Indikator Input

Pada pelaksanaan program pembinaan
kemandirian narapidana terdapat sumber
daya finansial untuk mencapai dan
memenuhi  segala kebutuhan dalam
pelaksanaan program pembinaan
kemandirian  untuk  memberdayakan
warga binaan pemasyarakatan di LAPAS
Kelas IlA Tanjungpinang. Anggaran yang
tersedia dalam bentuk DIPA vyang
bersumber langsung dari pusat diturunkan
melalui Direktorat Jendral
Pemasyarakatan untuk dibagikan kepada
Satuan Kerja. Pembagian DIPA di setiap
satuan kerja tidak sama jumlahnya, dilihat
dari keadaan dan kapasitas satuan kerja
masing-masing, jika  satuan  kerja
mengalami over kapasitas mencapai
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100% hingga tidak dapat menampung
warga binaan lagi akan mendapatkan
DIPA lebih besar.

Selain sumber daya finansial juga terdapat
sumber daya non finansial yaitu tenga
pelatih atau instruktur pembinaan dari
internal lembaga yang secara khusus juga
telah mendapat diklat melalui Sistem
Corporate Univercity dan 2 orang pelatih
dari eksternal lembaga yang memiliki
kompetensi bidang tertentu untuk melatih
warga binaan.

Terdapat infrastruktur  sarana  dan
prasarana kegiatan guna mendukung
kegiatan, akan tetapi infrastruktur di
LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang baik
alat, bahan dan yang lainnya masih belum
memadai dan serba terbatas hal tersebut
dikarenakan keterbatasan anggaran dan
tidak ada intervensi pihak yang bermitra
dalam memberi bantuan, meskipun
terdapat  keterbatasan  masing-masing
pihak yang bermitra saling mengerti dan
memaksimalkan penggunaan apa Yyang
ada dan tetap memberikan pelayanan
terbaik bagi WBP. Komitmen dan kinerja
pegawai LAPAS dalam mengayomi WBP
sudah  baik dengan  menggunakan
pendekatan  persuasif, agar WBP
temotivasi mengikuti kegiatan tanpa
merasa terbebani.

Gambar 1. Sarana dan Prasarana
Pendukung Kegiatan Pembinaan
Kemandirian
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Sumber: Doku ntaéi Penliti, 2022

3. Indikator Process

Terjalinnya kerjasama dalam
menyelenggarakan program pembinaan
kemandirian sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur dan dasar yang
mengatur  pelaksanaannya. Adanya
laporan bulanan setiap unit GIATJA
membuktikan pembinaan kemandirian
terus berjalan. Akan tetapi, pelaksanaan
intervensi pihak yang bermitra dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
1999 tentang kerjasama  dalam
penyelenggaraan ~ pembinaan  warga
binaan pemasyarakatan belum
sepenuhnya diimplementasikan dengan
sebagaimana mestinya masih terdapat
beberapa pihak yang belum menjalin
mitra diantaranya bidang perindustrian
dan perdagangan serta pemerintah daerah
setempat. Sehingga berdampak stagnasi
produk dan hasil karya warga binaan yang
ada di LAPAS Kelas 1A Tanjungpinang
belum dapat di pasarkan kepada
masyarakat luas, pemasaran dilakukan
melalui event besar dan belum ada
marketplace atau digital marketing
khusus pemasaran produk.
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Gambar 2. Proses Pemasaran Hasil
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Sumber: Dkumntasi eneliti, 2022

Kenyataan dilapangan masih terapat
kendala disebabkan belum memadainya
faktor yang mendukung kegiatan seperti
anggaran yang terbagi-bagi, sarana
prasarana  yang belum  memadali,
minimnya sumber daya manusia internal
Lembaga dalam memberdayakan warga
binaan yang over kapasitas, tidak adanya
hibah belanja modal, belum ada bengkel
kerja atau unit GIATJA yang sifatnya
kontinyu sehingga hasil kegiatan bukan
produksi  industri  tetapi  pelatihan
keterampilan praktis, kerjasama yang
terjalin ~ belum  berorientasi  jangka
panjang, semua dilaksanakan dalam
waktu singkat kurang lebih tiga hari atau
dapat  dikatakan insidental saat
diperlukan, namun komunikasi dan
koordinasi bersama pihak yang bermitra
masih terjalin baik hingga saat ini.
Banyaknya hambatan tidak mengurangi
semangat dan antusias WBP, manfaat
positif san tujuan pembinaan dapat
dirasakan dan justru banyak masukan
positif untuk memperbaiki kekurangan.
Metode pembinaan yang digunakan Top
Down Approach dan Buttom Up
Approach. Namun jika dibandingkan
satuan kerja yang ada di Kepulauan Riau
LAPAS Kelas 1A Tanjungpinang belum
siap dan kurang aktif dalam



melaksanakan pembinaan kemandirian
narapidana.

4. Indikator Output

Beberapa paket pembinaan kemandirian
yang sudah dilaksanakan menghasilkan
beberapa produk diantaranya, kotak tisu,
tanjak, duplikat tanjak, kerajinan
manufaktur, asbak rokok, kursi, cermin
hias, lukisan, meja hias, jam kayu dan lain
sebagainya. Selain produk karya warga
binaan juga terdapat SAE (Sarana
Asimilasi Edukasi) yang mana tempat
tersebut untuk mengubah perspektif
masyarakat ~ tentang  penjara  dan
narapidana, di sarana tersebut terdapat
peternakan ayam, kebun pisang, kebun
singkong dan kebun jagung.

Gambar 3. Produk Hasil Karya WBP
LAPAS Kelas IlA Tanjungpinang

Setiap paket pembinaan pelatihan yang
dilaksanakan ada sertifikat yang diterima
warga binaan menjadi tanda pernah
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mengikuti pelatihan basis kompetensi
sehingga saat bebas itu dapat digunakan
mantan narapidana untuk mencari Kerja.
Dan terdapat kerja industri lainnya seperti
carwash, pangkas rambut, menjahit
menjadikan prestasi bagi warga binaan
dan Lembaga Pemasyarakatan dalam
pencapaian taget PNBP dan secara tidak
langsung juga memberikan benefit kepada
pihak yang bekerjasama mengembangkan
produktivitas serta menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan
memiliki kompetensi di berbagai bidang.
Dengan begitu kemitraan yang sudah
terjalin  saling memberikan manfaat
kepada pihak yang terlibat, memudahkan
masing-masing pihak mewujudkan visi
misi serta tujuan organisasi atau dapat
dikatakan mutualism partnership kedua
pihak menyadari aspek penting dilakukan
kemitraan.
Gambar 4. Kegiatan Kerja Industri

Dalam LAPAS Kelas I1A Tanjungpinang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

5. Indikator Outcome

Nilai manfaat setelah  masyarakat
memiliki tingkat keberdayaan tertentu
sehingga dari program yang dilakukan
dengan bekerjasama dapat
mengembangkan  keterampilan  warga
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binaan pemasyarakatan sehingga dapat
memberikan penghasilan bagi diri sendiri,
karena berdasarkan rumus yang yang
menjadi ketentuan dari Ditjenpas yaitu
terdapat 50% keuntungan untuk modal
kembali, 35% keuntungan diberikan
kepada warga binaan sebagai upah/premi
karena telah menghasilkan sebuah
produk, dan 15% keuntungaan
dikembalikan kepada negara dalam
bentuk PNBP. Nilai manfaat dan dampak
adanya program ini lebih dirasakan oleh
warga binaan pemasayarakatan,
sedangkan nilai manfaat yang dirasakan
oleh lembaga dan pihak yang bekerjasama
dalam jangka waktu panjang belum
terlihat, sesuai penjelasan sebelumnya
dikarenakan belum ada produksi karya
warga binaan yang dibuat secara kontinyu
sehingga belum ada branding produk
lembaga, serta belum adanya jaminan
bagi narapidana yang telah selesai
menjalani masa hukumannya tidak akan
mengulangi  kesalahan yang sama
kembali.

SIMPULAN

Model kemitraan yang sesuai dengan
kemitraan yang sudah terjalin antara
Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA
Tanjungpinang dan instansi pemerintah
lintas sektor adalah model mutualistik
dimana masing-masing pihak dapat
merasakan manfaat, memudahkan pihak-
pihak yang bekerjasama mewujudkan visi
misi dan tujuan organisasinya sekaligus
saling menunjang satu dan lainnya. Ibarat
gayung bersambut disatu pihak memiliki
sumber daya manusia atau tenaga ahli, di
lain  pihak memiliki program dan
anggaran, sehingga saling melengkapi.
Namun berdasarkan hasil penelitian di
lapangan memang benar sudah terjalin
kemitraan dan beberapa tujuan sudah
tercapai, akan tetapi masih belum efektif
dan  optimal dikarenakan terdapat
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beberapa hambatan yang dihadapi,
kompleksnya permasalahan di dalam
LAPAS, diantaranya over capacity warga
binaan LAPAS Kelas 1A Tanjungpinang
yang berakibat pada pembengkakan
anggaran untuk kebutuhan WBP sehingga
program pembinaan belum maksimal,
serta minimnya kerjasama yang terjalin
belum sesuai dengan dasar hukum yang
mengatur  penyelenggaraan  Kkerjasama
dalam pembinaan kemandirian warga
binaan pemasyarakatan yang mana hal ini
berdampak pada kondisi LAPAS Kelas
IIA Tanjungpinang hingga saat ini masih
berada pada model produktivitas belum
berkembang menjadi LAPAS Industri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut model
kemitraan dalam program pembinaan
kemandirian narapidana pihak LAPAS
dan instansi yang bermitra guna
memberdayakan dan membentuk sumber
daya manusia yang mandiri juga

berkualitas serta pengembangan
produktivitas di LAPAS Kelas IIA
Tanjungpinang harus lebih

memperhatikan beberapa hal dalam

berjalannya kemitraan, maka saran yang

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kedepannya mengenai jalinan
kemitraan antara LAPAS dan pihak
lain perlu dibuat SK/MOU untuk
memberi solusi dalam memenuhi apa
yang menjadi kebutuhan masing-
masing pihak dalam pelaksanaan
kegiatan, agar lebih efektif dan juga
optimal.

2. Minimnya SDM vyang bertugas
dibagian  pembinaan  kemandirian
GIATJA dan belum secara
keseluruhan mendapat diklat, sehingga
diperlukan pelatihan dan keterampilan
khusus bagi seluruh pegawai GIATJA,
hal ini guna menghemat anggaran
karena tidak perlu meminta bantuan
instruktur eksternal lembaga, karena
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pegawai LAPAS sendiri memiliki skill
sesuai yang dibutuhkan. Selain itu,
perlu dilihat kembali pegawai yang
memiliki tingkat kreativitas tinggi,
dapat ditugaskan dibidang GIATIA,
karena saat ini masih terdapat pegawai
yang merangkap tugas lebih dari satu
kegiatan.

. Diperlukan perluasan jaringan
kemitraan seperti mencari mitra terkait
pemasaran produk, mitra supplier
bahan baku kegiatan, dan sebagainya
agar pemberdayaan warga binaan
pemasyarakatan semakin berkembang,
dan terus mendatangkan inovasi baru
terhadap pelatihan skill dan penciptaan
produk. Selain itu perlu adanya tindak
lanjut LAPAS dalam pengadaan
bengkel kerja dari pelatihan yang
sudah dilakukan bersama pihak ketiga.
Sehingga terdapat  kesinambungan
yang membuat narapidana lebih baik
dapat meningkatkan dan mengasah
skill yang sudah didapat, dalam artian
hal ini dapat menjamin WBP setelah
bebas tidak mengulangi kesalahan
yang sama karena terus melakukan
peningkatan produktivitas.

Pihak LAPAS perlu mengubah teknik
penjualan mengikuti perkembangan
saat ini melalui platform khusus
berbasis digital marketing seperti
penjualan melalui website atau aplikasi
layanan online institusi, media sosial
lembaga dan marketplace yang sudah
tersedia agar informasi mengenai
lembaga pemasyarakatan dan warga
binaan lebih terbuka untuk publik
dikemas dalam bentuk postingan
semenarik mungkin.

LAPAS harus lebih aktif dalam
melakukan kegiatan produksi dengan
menyediakan  bengkel kerja dan
pelatihan keterampilan yang secara
simulatif serta berkelanjutan dibuat
bersama pihak yang bermitra sehingga
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hasil kegiatan tidak hanya
keterampilan praktis.
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